' Pemekaren daerah seolah tak
terbendung lagi belakangan ini.
- Jumlahnya meningkot drastis.
Selama periode 199-2007 tercatat
173 daerah pemekaran baru (7
provinsi, 135 kobupaten dan 21
kota). Bahkan selama 2005-2007
DPR teluh mengesahkan sebanyak
31 daerah baru. Ini menunjukkan
bahwa semangat pemekaran dari
waktu ke waktu semakin tinggi,
tapi sangat disayangkan karena
tak mempertimbangkan secara
serius dampok negatif yang
menyeriginya.

enataan daerah sangat diperlukan
Indonesia, khususnya di era de

sentralisasi sekarang ini. Maraknya
pemekaran daerah menjadi bukid konkret
bahwa ada masalah serius dengan pena-
taan daerah. Oleh karena itu, pemaham-
an terhadap arti pentingnya penataan
daerah diperlukan, baik oleh pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun yang dimaksud dengan penata-
an daerah dalam rulisan ini adalah tin-
dakan untuk membina, membentuk dan
menghapus daerah otonom. Ruang ling-
kupnya mencakup pemckaran dan pem-
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.'bentukan daerah peng abungan da-
'.'erah pengahhan starus daerah pe—'f'

dahan ibukota suatu daerah otonom.
Tu}uannya agar pemerlntah daerah_.

‘mempercepat pertumbuban ¢k0n.0.m% -

* memperkuat kehidupan demokrasi,
meningkatkan keamanan dan kerer-
tiban serta hubungan antardaerah
yang harmonis.

Masalannya, kebijakan pemerineah
sejauh ini lebih terfokus pada pen-
cipraan daerah baru ketimbang peng-
gabungan daerah. Selama periode
2007-2008, pemekaran bahkan men-
jadi isu hangat dan diperdebatkan,
yang mengundang keprihatinan ba-
nyak kalangan. Tak sedikic insticusi
yang telah melakukan evaluasi terha-
dap pemekaran, termasuk Departe-
men Dalam Negeri dan Departemen
Keuangan, juga beberapa lembaga non
pemerintah seperti USAID/DRSPE
UNDP, World Bank, ADB/RTI.
Hasil evaluasi sebagian sudah didis-
kusikan dan dipublikasikan. Demi-
kian pula dengan rekomendasi dan
. solusi juga sudah disampaikan. Na-
mun, pemerintah belum mengambil
tindakan konkret terhadap permasa-
lahan pemekaran tersebut. Apakah
pemekaran harus ditunda dulu sam-

}:pax ada revisi. tm‘hadapl’lya> S'kap
-f'pemcrmtah dalam hai ini tldak jeias
nyesuaian batas daerah dan pemin-

Meskxpun Peraturan Pemermtah .._.IPP)
78/2007 tentang Tata Cara Pemben—

--.:'-E'lztukan dan Penggabungan Daer_ah

Otonom teia_h_ disahkan; di tararan
praksis komitmen dan konsistensi
pemerintah dan DPR RI ‘masih di-
pertanyakan. Masih diajukannya 21
RUU daerah otonom baru (DOB)
oleh DPR RI (Januari 2008) mem-
bukeikan hal itu (Kompas, 23 Janua-
11 2008). Sementara itu, konsistensi
pemerintah juga tak ada: apakah
sungguh-sungguh akan melakukan

moratorium .

atau membiarkannya.
Dengan kata lain, di satu sisi Peme-

rintah berjanji akan memberlakukan

‘moratorium, tapi di sisi lain ridak

menunjukkan tekad itu. Kesan yang
muncul adalah membingungkan. Hal
inilah yang membuat daerah makin
mendapat angin untuk tetap menga-
jukan wsulan pemekaran daerah.

1. Seminar yang digelar Deputi Pemerin-

tahan Setwapres (2007) yang membahas
soal moratorium setidak-tidaknya men-
jadi salah satu bukti jelas bahwa sebe-
narnya sudah ada ketegasan Pemerintah
untuk menghentikan sementara akrivitas
pemckaran daerah sambil menunggu re-
visi UU 32/2004 (tentang Pemerintah-
an Daerah) diszhlan,
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| '-.Faktor—Paktor i’enyebab
-'.[?emekamn e

bab pemekamn Permma, 1nstrumen

; '_pexaturan perundangvundangan ya.n.g :

-_.'te"' alu“:flonggar, khususnya di- bawah_'
UU 22/1999 (tentang. Pemenmahan '

-'Daerah) dan PP 129/2000 (tentang
Persyaratan Pembentukan dan Krire-
ria Pemekaran, szhapusan, dan
Penagabungan Daerah). Ironis sekali
tatkala  UU '22/1999 “direvisi dan
diganti dengan UU 32/2004 (tentang
Pemerintahan Daerah), tapi aturan
tentang pemekaran dan penggabung-
an daerah masih mengikﬁti UU dan
PP yang lama. Padahal kedua pera-
turan ini dinilai sangat longgar dan

tidak mernberikan cukup reward and

punishment ketika suata  daerah
dimekarkan. Sebagai contoh, syarat
teknis dalam PP 129/200C bersifar
kuaniitatif, sehingga tidak menggam-
barkan kondisi kualiratif sesungguh-
nya.? Indikaror yang digunakan mem-
berikan peluang untuk direkayasa dan
disesuaikan dengan kepentingan po-
litik. Lebih dari itu, analisis kualita-
uf dalam studi kelayakan tidak dise-
butkan di dalam PP schingga sulit
diketahui dengan jelas apakah dae-
rah yang akan dimekarkan berhasil
atau gagal dan apakah aman dari

___konfhk Bahkan 1nd1kator—-1nd1kator-'_f v
o e ;.kuantitauf yang dlsebutka_n dalam PP
“ i o idak disebutkan secara, detail dalam_._'_:.
) Ada beberapa faktor penung penye— . be:rbagal bidang, baik ekonomx, 0=
'"sxal—pohtlk maupun pemermtahan b
.Celakanya,. penggunaan skor total
:'(2235) ﬂdak mengaitkan dengan mial
' mmlmai keseluruhan faktor, _sehmg— o
'ga menycbabkan tidak terpenuhinya -

satu atau beberapa faktor teknis yang
disy@_ﬁétkiné -'Misalnya, ada sejumlah
pemekaran yang skor rotalnya terpe-
nﬁhi'_:tct"api beberapa fakror teknis
(seperti ‘PDRB) tidak terpenuhi,
namun proses Qemekaran dapat di-
reruskan.

Kedua, pertimbangan politis cende-
rung lebih dominan ketimbang as-
pek teknis pemerintahan seperti ke-
tersediaan aparat pemerintahan dan
legislatif, dan kapasitas management
pemerintah. Demikian juga dengan

2 Berkaitan dengan syarac administrarif, ki-
ranya perlu analisis secara mendalam a-
pakah pemekaran sungguh- sungguh me-
rupakan kehendak masyarakat luas atau
sebaliknya hanya merupakan ekpresi ke-
lompok elit saja. Syarat dukungan ma-
syarakar harus dianalisis secara kualitatif
dan tidak semata-mata hanya mendasar-
kan pada persetujuan tertulis, karena hal
ini dapatr menjadi sumber konflik di ke-
mudian hari.




aspek sarana- dan prasamna pcmerm—

tahan’ dan.pcmbelajaraﬂ tata: ;{ﬁiola

pemermtahan dli o tampak masﬂ]
| -sangat 1emah

. Hal tersebut mengmdikasdgan bah~
Cwan proses perserujuan: pemekaran

o daerah acapkah diiakukan dengan_-

menggunakan “lobi-lobi”. Sebagai
contoh; -dalam: mem_p_e_rt_xmbangkan
pemekaran, konsultan lebih banyak
mendasarkan alasan - administratif
ketimbang faktor lainnya. Sementa-
ra itu, Dewan Pertimbangan Otono-
mi Daerah (DPOD) cenderung me-
nyetujui saja. Padahal studi kelayak-
an tidak memberi ruang yang cukup
agar hasil kajiannya dianalisis. Aki-
batnya, kajian tersebut tak dapat
memprediksi apakah sebuah daerah
dapat dimekarkan atau tidak. Hanya
mengandalkan “angka-angka tercapai
dan tidak tercapai” sebagai pertim-
bangan syarat teknis tidaklah men-
cukupi.

Ketz'gé, terbatasnya kapasitas peme-
rintah di atasnya dalam melakukan
pembinaan terhadap daerah otonom
baru (DOB). Sementara, proses
pendampingan absen dalam mengan-
tarkan DOB menuju daerah mandi-
ri dan mampu melakukan pemerin-
tahannya. Adanya proses “pembiar-
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-an” ini menyebabkan sebagian 'bléé'ax
‘DOB bermasalah dan gagal meme-
- nuhi syarat esensi maksud dldmkzmm

nya. pemenntahan daerah baru

Haszi evaluam Dit}en Penmbangan

Keuangan Departemep Kcuangan
(2005- 2006) menun)ukkan bahwa

(a) 87 71% daemh mduk belum ‘me-
nyelesaikan penyerahan pemblaya—
an maupun. personel, perala_tan,
dan dokumen (P3D) kepada da-

erah otonom baru;

(b)Sebanyak 79% daerah oto.ngm
baru belum memiliki batas wila-

yah yang jelas;

(c) 89,48% daerah induk belum
memberi dukungan dana kepada
daerah otonom baru sebagaima-
na disyaratkan UU;

(d}84,2% PNS sulit dipindahkan
dari daerah induk ke daerah oto-

nom baruy;

3 Esensi pemerintahan daerah adalah
mengurus dan melayani kepentingan pen-
duduk atau publik atau masyarakar luas
yang mencakup kehidupan seluruh war-

ga.
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(e) 22 8% pengisian: jabatan tldak
: berdasaman standar kompeten51,

(f ) =.dain -'941_ -,'2_3 % -d_aéfah ---oto'nbrnf-bam

: *-b‘é’iurﬁ;:-memn;ki- RT/RW. o c

'Leblh dau ity, penyelenggaraan pe—

' _mermtahan di daerah ‘otonom’ baru

- kurang efekdif, seperti kapasitas ma- -

najemen pemerintahan tidak‘mema-
dai;, kualitas .SDM aparat Pemda dan
legislarif rendah, sarana dan prasafa—
na pemermtahan minim, " timbul
konflik perbarasan/lokasi ibu kota,
pelayanan publik tetap buruk, kese-
jahteraan masyarakar tidak mening-

kat, dan demokrasi lokal tidak mem-
ba1k

Padahal esensi pemekaran daerah ada-
lah untuk memperpendek rentang
kendali (span of control) antara peng-
ambil kebijakan dan masyarakat, se-
lain juga untuk menciprakan peme-
rataan pembangunan. Konsentrasi
kegiatan dan pertumbuhan pemba-
ngunan yang selama ini berada di ibu
kota Pemda perlu dicarikan solusinya.

Oleh karena itu, upaya bagi-bagi ke-
kuasaan di tingkat lokal semestinya
tidak mendominasi alasan pemekaran
yang oleh kalangan tertentu disebut
sebagal “aspirasi rakyat”.
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Lepas dan itu, pro dan kontra

_.pemekaran daerah pun tak tereiak-:-' _
__kan bEIakangan ini.- Bag1 yang pro,

mereka antara lain lebih- ‘didorong
oleh kepentingan politik ketimbang

memikirkan’ kcmanfaatannya untuk

masyarakat luas. ‘Bagi yang ‘menolak

pemckaran,’ ‘mereka menilai bahwa
permasalahan yang dihadapl scbagi-
an besar ‘daerah“otonom baru perlu
dicarikan solusinya dengan cara mem-
benahi -

pemekaran secara jelas dan dapat

proses - dan ‘mekanisme

dipertanggungjawabkan sehingga
munculnya  daerah otonom baru
(DOB) tak akan membebani belanja
daerah dalam APBN.

Temuan Lapangan

Evaluasi terhadap proses pemekaran
sejauh ini menunjukkan bahwa ada
kesalahan metodologi dalam menilai
daerah pemekaran baru dan karena
itu pula mudah sekali dimanipulasi.
Terjadi distorsi proses pemekaran
karena menyalahi aspek filosofis dan
yuridis. Pertu dipahami bersama bah-
wa otonomi daerah merupakan trans-
fer kewenangan dalam cabang kekua-
saan eksekutif. Terbukanya dua pin-
tu inisiatif pemekaran menimbulkan
beberapa permasalahan, yaita: (a)
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o pembahasan ganda balk oleh Peme»

nntab maupun DPR tﬁntang dae-—-

rah yang dimekarkan mcmmbulkan
: 1neﬁ51en51 anggaran dan tumpang
| _'_sama” (b) pemenntah pusat meml-

liki otoritas. penuh dan- tanggung

. jawab ppnuh terhadap pemenntahan :

daerah karena i iy, inisiatif ‘semesti-
nya: beraszl dari pemerintah dan bu-
kan DPR; daerah yang gagal melalui
pintu pemerintah dapat mengusulkan
kembali melalui DPR dan atau seba-
liknya, Lobi-lobi dan penggunaan
cara-cara yang tak transparan sangat
dimungkinkan.

Adalah jelas bahwa elite menjadi
pendorong terjadinya pemekaran
daerah. Banyak kasus yang menun-
jukkan hal itu, Ada pula petunjuk
dimana pemekaran daerah dijadikan
sebagai alat untuk memantapkan
orientasi elite dalam mengejar keun-
tungan ckonomi (proyek-proyek) dan
politik (kekuasaan, posisi).

Sementara itu, masyarakat tidak di-
informasikan secara cukup tentang
akibat pemckaran daerah. Mereka
cenderung menjadi obyek saja dan
perannya diabajkan. Tidek ada yang
melindungi kepentingan mereka mes-

kipun mereka dirugikan. Celakanya,

para. pendukung pcmekaran man.l.pu
“memobilisasi . dukungan kelompok-

kelompok dalam masyarakar terkait
isu etnisitas, agama, percepatan, pem-

"'bangunan dan otenomi yang. besar

Harapan pemerintah pusat dan dae-
rah terhadap pemeckaran berbeda.
Melalui UU dan PP tentang peme-
rintahan daerah diharapkan daerah-
daerah mampu mengelola otonemi.
Namun, realitanya tak semua daerah
berhasil melaksanakannya, Bahkan ada
kecenderungan bahwa daerah-daerah
yang memekarkan diri justru menun-
jukkan keterbelakangan, dimana
mereka ini berharap melalui pe-
mekaran bisa memajukan daerahnya.
Namun, studi empirik selama ini
menunjukkan babhwa pemekaran ti-
dak berkorelasi positif terhadap ke-
majuan ekonomi dan tidak mampu
mendorong pembangunan secara
umum (daerah baru).

Pada umumnya daerah-daerah induk
relatif tidak mengalami instabilitas
politik dan ekonomi setelah pe-
mekaran. Sebaliknya, di daerah-dae-
rah pemekaran tak jarang mengalami
guncangan tersebut. Termasuk di
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::dalanmya adalah udak lancarnya pe—._
o -nyerahan SDM blrokra51 ke dae-
-rah ‘otonom’ baru, “yang: meny’ebab-:

| "-kan rendahnya SDM aparat yang

. "'_dimlilkmya '_ R

D}. bldang ;{ﬁnansmi mesklpun - da_'_:.'
- __:aspek posmf dan pemekaran, berus
pa harapan akan’ terjadinya pemba-

ngunan di daerah-daerah miskin
melalui DAUdan DAK, kenyataan-
nya daerah-dacrah yang dimekarkan
tergolong ‘terbelakang dan sulit" un-
tuk dikembangkan secara cepat pas-
ca pemekaran. Tak memadainya in-
frastruktur dan SDM/ aparat biro-
lrasi lokal membuat dana daerah
banyak tersedot untuk’ memblayai
sekeror tersebut Aklbar_nya, dana yang
diberikan pemeriniah pusat ke dae-
rah pemekaran banyak dialokasikan
untuk membangun kantor pemerin-

tah dan pegawai.

Perbedaan persepsi antara pemerin-
tah daerah dan pemerintah pusat
termasuk DPR dan DPD membuat
masalah pemekaran terkesan makin
rak jelas dan sulit diatasi.* Pemerin-
tah daerah dalam hal ini cenderung
mendukung dan positf dalam meli-
hat pemekaran. Sementara itu, pe-
merintah pusar tidak menetapkan
kebijakan yang jelas dan tidak meng-

'arnbﬂ tmdakan/langkah tegas untuk;':'-"
ymengendahkan pemekaran. Sedang— S
kan DPR dan. DPD mehhat ‘peme-
"":'karan sebagaz tuntutan dan bawah

. 33(asp1ram ‘masyarakat).. Masyarakat S
. madani. cenderung diabaikan, tidak_--:

mendapat informasi - ‘yang: ‘memadai-

] "tentancr pemckaran dan bahkan sua—'
--ranya dxmanipula& R T

Strategi Penataan Daerah -

Tak sedikit kalangan yang mengusul-
kan agar Pemerintah RI memiliki
Grand Strategy Pemekaran dan Grand
Design Pemerintahan Daerah/otono-
mi daerah untuk menara daerah seca-
ra komprehensif dan kontinum. Grand
Stariegy pemekaran diperlukan seba-
gai pedoman atau petunjuk, baik pe-
merintah pusat maupun daerah dalam
melakukan pemekaran dan pengga-
bungan daerah. Sedangkan Grand
Design Pemerintahan Daerah (Pemda)
diperlukan untuk kebutuhan jangka

panjang yang memuat prinsip-prinsip

4 Padahal PP 78/2007 (rentang Tata Cara
Pembentukan dan Penggabungan Daerah
Oronom) sudah dikeluarkan 10 Desem-
ber 2007 untuk menggantikan PP 129/
2000 yang dinilai sangat longpar sebagai
rujukan pemekaran, Tapi ini belum bisa
membendung maraknya pemekaran.

: 103
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" j-}-penataan pemermta’nan daerah AIni

juga: almaksudkan sebagai pedoman

i _atau ru;ukan yanﬁ memuat secara

- '-'_komprchenﬂf peraturan (Pernda) ter—. |
| | ':'masuk di- daiamnya bab. tentang pe-
- “mekaran dan’ penggabungan daerah.

-Pemermtahan Daerah Misalnya, Tim
Revisi UU Pemda tidak harus kesu-
litan mencari rujukan karena telah
memiliki panduan yang jelas. Revisi
UU Pemda, misalnya, perlu dilakukan
karena harus disesuaikan dengan ke-
butuhan atau perkembangan  pesat
dalam masyarakat. Artinya, ini harus
dikaitkan dengan konteks kekinian.
Dengan kara lain, nilai-nilai prinsip
dari pemerintahan daerah, baik ten-
tang desentralisasi maupun otonomi
daerah yang telah dituangkan dalam
Grand Design tetap menjadi pedoman

pokok dalam merivisi UU Pemerin-
tahan Daerah.

Mengenai penataan daerah, khusus-
nya tentang jumlah dacrah otonom
ideal, bisa diusulkan bahwa jumlah
daerah otonom ideal untuk 20 tahun
ke depan harus memenuhi kriteria:

(1)kapasitas management pemerintah,
kesiapan SDM aparat pemerinth

dan legislatif, ketersediaan sarana
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-..prasarana pemerintah, rahapan

~‘pembelajaran tata kelola pemerin-
~tahan dan: kapasitas pemhmaan
o :oleh pemermtah atasan,

| (2) pei‘lu estimasi berapa }umlah ISro~
Lo _Grzmd Deszgn ini berguna j juga ketlka_ 2
o pememntah harus melakitkan revisi UU

vinsi;. kabupaten dan kota yang
sesuai dengan keburuhan - “masya-
rak_af_dzm wilayah Indonesia. -

Meskipun demikian jumlah o_ptir;aal
dan jumlah ideal daerah agaknya su-
lit-ditenrukan, tergantung ki;i_i_:eria
yang digunakan.® Ukuran optimal

> Wacana mengenai jumlah maksimal pro-
vinsi, kabuparen/kota tidak hanya berka-
itan dcngan jangkauan wilayah pelayan-
an, tapi juga meliputi aspek politik, sosi-
al, ekonomi dan budaya, Dalam hal ini
yang perlu dipertimbangkan adalah me-
ngenai platform dasar struktur negara yang
terleait dengan konsep dasar pengembangan
hubungan pusat-daerah dalam jangka
panjang. Pertanyaannya, apakah strukeur
pemerintahan pusat-daerah akan seperti
yang eksis sekarang ini; bagaimana peran
dan kedudukan provinsi ke depan; apa-
kah titik berat otonomi daerah akan te-
tap diletakkan di kabupaten/kota; apakah
model-model regionalisme yang memben-
wk wilayah Indonesia dalam lima wila-
yah besar dapatr menjadi ide dan wacana
pengembangan ke depan; apakah federa-
lisme lunak dapar menjadi wacana hu-
bungan antara pemerinah pusas-daerah.
Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan ini
akan mempengaruhi kebijakan pemekaran

di Indonesia ke depan.
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_-_'umumn ;a dlKaitkai’l dengan fung31

. utama pemprmtah daerah, ‘yaitu rse-

-bagai penyedia barang daﬂ peiayanan -
“rangi pertimbangan politik. Selain itu, |
' perlu pula untuk mengembangkan taza

publik. Banyaknys. j }ems barang dan

pelayanan publik, ukuran optimal

~yang, tidak. tunggal atau ridak eksisnya

) '_'_'ukuran opmmal cenderung membl—

'-chcarlkan solusmya

=D_alam . konteks -terSebut ada tiga as-
pek penting yang perlu dipertimbang-
kan untuk mengukur daerah. Perza-
ma, efisiensi ekonomi; fedua, demo-
krasi (partisipasi, transparansi, akun-
tabilitas); keriga, distribusi dan kinerja
pembangunan (mendorong pertum-
buhan ckonomi). Masalahnya, hu-
bungan antara aspek efisiensi dan ki-
netja pembangunan dengan demokrasi
dan distribusi cenderung tidak pasti.

Oleh karena itu, kriteria potensial
ukuran daerah bisa dirambahkan
beberapa poin penting lainnya seperti:
jumlah penduduk (sebagai penerima
manfaat dari penyediaan barang dan
pelayanan publik); luas wilayah (un-
tuk infrastrukeur dil); dan kombi-
nasinya adalah kepadatan penduduk.

Adapun strategi yang pertu dilakukan
adalah: pembenahan instrumen perun-
dang-undangan, penerapan peraturan

secara konsekuen cian konsmten, me— :
-;engedepankan pprmmbancan *ekms_-

marzagemmt pemerintah: dan mengu-.

kelola pemermtah yang baik (good gov-
:__87‘?161/266’) dan’ penguatan kapasitas pe-
merintah di ; ‘atasnya yang berkaitan -
- dengan SDM, dana, metode dalam

-melakukan pembinaan

Kesimpulan dan Rekomendasi-

Pemekaran daerah didorong oleh dua
faktor: pertama, kewenangan daerah
yang secara hukum dapat mengajukan
usulan pemekaran daerahnya. Kedua,
pemekaran didorong oleh tekad bagi-
bagi kekuasaan di tingkat lokal dan
desakan daerah yang bestatus wilayah
administrasi untuk menjadi wilayah
otonom dalam dua tahun serelah di-
rerapkan PP 129/2000. Karena, apa-
bila itu tidak dilakukan, maka daerah
tersebut dihapuskan/digabungkan.
Ketiga, pemekaran menjadi sangat
menarik karena ada jaminan dana
transfer dari Pusat ke Daerah.

Namun, evaluasi yang dilakukan be-
berapa lembaga baik pemerintah mau-
pun non-pemerintah menunjukkan
bahwa pemekaran cenderung berdam-




| : __ pak negauf keumbang posn:zf Bebc—. :
. irapa dampak negatif tersebur: (a)

pemekaran mendi ptakan peﬂudsan 5

; masyarakat mempakan komltmen :
- 'mayoritas_ warga, aspck poht}.k terla-
Clu mengedepan, (c) rendahnya kapa—_

sitas fiskal, menyebabkan pemerintah
| daerd_h_ berupaya meningkatkan pen-
| _'dapatan dengan berbagai cara yang
| justru merugikan masyarakat dan ber-
alsibar tcrhadap munculnya kesenjang-
an; (d) perrambahan jumlah pemerin-
tah daerah secara simultan meningkar-
kan belanja dalam APBN dan ini mem-
bebani pemerintah pusat. Dalam pro-
ses pemekaran; indikator kinerja pem-
bangunan daerah belum dipertim-
bangkan secara signifikan. Karena i,
hasil pemekaran kurang baik. Perma-
salahan-permasalahan yang dihadapi
daerah tersebut menunjukkan dengan
jelas bahwa untuk meningkatkan kua-
litas pelayanan kepada masyarakat dan
menyejahterakan mereka tidak harus
dijawab dengan pemekaran.

Dengan mempertimbangkan implika-
st positif dan negatif tersebut di atas,
sudah saatnya Indonesia mengenda-
likan pemekaran dan mengawasi pro-
sesnya dengan mengubah kerangka

~kan pelayanan terhadap daerah dae—

- trukrur yang mengakxbatkan beban
o i berat pemblayaan, (b) kesamaan ka~ iy

R raktemsuk sosial’ budaya dan’ historis

:rah ya.ncr tak beruntung
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kebljakan dan mcnetapkan langkan—_-
-"_langkah alt\,mamf antuk: menyedia--

_ _-Salah satu a.lternanf yang bisa dltawar—
“kan adalah menggunakan insentif fis-

kal untuk ‘mendorong restruktunsas‘i

adrnzmstram Upaya yang sama perlu
pula dilakukan agar penyesuaian trans-
fer DAU dan DAX ke daerah-daerah
dapat: mempengaruhi restrukturisasi
administrasi. Saat ini formula ini men-
dorong proses pemekaran, khususnya
di wilayah yang kaya SDA, Masalah-
nya sekarang ini adalah bagaimana
menjadikan hasil SDA lokal atau fo-
cal vaxes sebagai pendorong atau pem-
beri inseniif bagi terwujudnya efisi-
ensinya di tingkat daerah yang con-
dong mempromosikan kerjasama an-
tardaerah atau penggabungan daerah
daripada pemekaran “pemerintahan”,

Alternaiif lainnya adalah menginfor-
masikan kepada semua daerah yang
mendapatkan dampak dari pemekaran
(daerah lama atau daerah baru). Ka-
rena pemekaran, maka daerah induk -
(lama) akan mendapatkan alokasi
DAU dan DAK  yang rendah. Bia-
sanya daerah-daerah yang bukan da-
erah induk kurang sadar terhadap

realita ini, tapi mereka ini akan ragu
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> ' 'mendukung peme:karan ketaka mcreka
= :-rntnyadari dampaknya terhadap ang-
garan yang bakai duerimanya '

- '."Bagi I’emermtah (Depdagn) yang
¢ perlu dilakukan adalah memperbaﬂa -
- the legczl ﬁczrrzewoﬂé termasuk di da-
" lamnya proses proposal yang diusul-

kan. Beberapa isu penting yang per-
lu disampaikan adalah:

(a) Memperbaiki proses pemekaran
melalui kajian secara cermar ter-
hadap proposal-proposal yang di-

gjukan. Indikator kunci yang di-
gunakan adalah kondisi yang je-
las dan prediksi terhadap dampak
negatif pemekaran.

(b) Menempatkan posisi Pemerintah
 sebagai satu-satunya pintu masuk

bagi usulan pemekaran daerah

(prosedur administrasi).

(c) Memperkenalkan kriteria indtial
 threshold bagi daerah yang hen-
'dgk memekarkan diri

(d) Meperkenalkan waktu yang cukup
untuk mempersiapkan langkah-
Jangkah: memasukkan isu tentang
proliferasi daerah dalam UU seper-
t pemisahan sumber-sumber, pe-
riode persiapan, lokasi ibukota dll

(¢) Meningkatkan tanggungjawab
persiapan pemekaran kepada dae-
rah it sendis.

(f) Perlunya konsultam pubhk atay :

_ __.'pehbatan pubhk dalam proses pc-_-; -

- mckaran sehmgga masyarakat me— -
miliki andil dalam* memlai pe—-
' ".'mekaran daemhnya o -

_ 'Selam i, kc Jasama dengan DPD dan ..

ma_sy_ar&kat_ madani (civil society) juga
sangat diperlukan untuk mengarasi
masalah pemekaran. Dalam konteks
ini, langkah yang perlu diambil ada-
lah mengundang akror-aktor unruk
mendiskusikan masalah pemekaran.
Kedua, mendorong dialog pusat-dae-
rah untuk menyamakan persepsi.

Langkah teralthir tapi rak kalah pen-
tingnya adalah mencarsi jalan alterna-
tif untuk mengatasi buruknya pela-
yanan publik di daerah-daerah ter-
pencil dan terisolasi. Terobosan yang
perlu dilakukan dalam konteks reali-
sasi desentralisasi dan otonomi dae-
rah sekarang ini adalah menjadikan
kecamatan sebagai pusat pelayanan
dan menciptakan kota-kota metro-
politan yang dapat memberikan pe-
layanan di luar batas kota. Dengan
kata lain, pemekaran daerah bisa di-
cegah dengan meningkatkan kualitas
pelayanan publik (keseharan dan pen-
didikan) dan memberikan insentif
bagi daerah-daerah yang berhasil
menggabunglkan diri.l}






